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Abstrak
 

Divestasi merupakan penjualan saham kepada pemerintah Indonesia, dengan tujuan menjadikan pemerintah

sebagai pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan. Regulasi divestasi diatur dalam kontrak karya,

Setelah kontrak karya berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan sehingga menempatkan pemerintah

sebagai pemberi izin bukan sebagai pihak dalam kontrak, untuk ketentuan divestasi diresmikan melalui

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini

mewajibkan perusahaan tambang asing yang beroperasi lebih dari lima tahun untuk melaksanakan divestasi

secara berkala. Divestasi ditekankan pada peran aktif perusahaan tambang asing dalam mematuhi regulasi.

PT Vale Indonesia menjadi contoh yang memenuhi ketentuan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia,

telah melakukan divestasi sebesar 20% (dua puluh persen) yang dijual ke Bursa Efek Indonesia. Proses

divestasi yang dilakukan seharusnya mengikuti aturan yang berlaku yang dimana penjualan saham dapat

menggunakan metode discounted cash flow atau perbandingan data pasar, proses divestasi ini diawasi

dengan ketat oleh Kementrian ESDM. Untuk memenuhi kebijakan divestasi dari PT Vale Indonesia,

Pemerintah sudah memiliki sanksi administratif jika PT Vale Indonesia gagal dalam memenuhi

kewajibannya dalam divestasi yang dimana dalam hal ini juga menyangkup harga yang ditetapkan

berdasarkan rumusan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 84K/32/MEM/2020 untuk

menentukan harga divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia dan sesuai dengan prinsip fair market

value.

......Divestment is the sale of shares to the Indonesian government, with the aim of making the government

the majority shareholder in a company. The regulation of divestment is regulated in the contract of work,

after the contract of work changed to a Mining Business License, thus placing the government as a licensor

rather than a party to the contract, for the provision of divestment was formalized through Law Number 4 of

2009 concerning Mineral and Coal Mining. This law requires foreign mining companies operating for more

than five years to divest periodically. Divestment emphasizes the active role of foreign mining companies in

complying with regulations. PT Vale Indonesia is an example that fulfills the provisions of the contract of

work with the Government of Indonesia, has divested 20% (twenty percent) which was sold to the Indonesia

Stock Exchange. The divestment process should follow the prevailing regulations where the sale of shares

can use the discounted cash flow method or market data comparison, the divestment process is closely

monitored by the Ministry of Energy and Mineral Resources. To fulfill the divestment policy of PT Vale

Indonesia, the Government already has administrative sanctions if PT Vale Indonesia fails to fulfill its

divestment obligations, which in this case also includes the price set based on the formula stipulated in the

Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 84K/32/MEM/2020 to determine the price of
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divestment of shares to the Government of Indonesia and in accordance with the principle of fair market

value.


